
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun·'2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk
mengoptimalkan pengelolaan keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Bima Nomor 58 Tahun 2014 ten tang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerlmaan Lain
yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah­
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor89);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor05);

11.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);

12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Nomor79).
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d. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.500.000,-
(3) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap untuk

bulan ke - 13 sebesar paling sedikit setengah dari besaran penghasilan
tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa bulan
ke - 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan menjelang hari
raya idul fitri setiap tahun nya.

Rp.2.100.000,­
Rp. 1.500.000,-

b. Sekretaris Desa sebesar
c. Kepala Urusan sebesar

(1) Bupati menetapkan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa:
a. kepala Desa;
b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari

penghasilan ~etapkepala Desa per bulan; dan
c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (limapuluh

perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
(2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa setiap

bulan sebagaimana dimaksud ayat (1)adalah :
a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-

Pasal3

Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 58 Tahun 2014
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
Kepala Desa dan Perangkat Desa, diubah sebagai berikut :

PASALI

, MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEDUAATAS
PERATURANBUPATIBIMANOMOR58 TAHUN2014 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN
PERANGKATDESA.
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BERITADAERAHKABUPATENBIMATAHUN2019 NOMOR512

Pembina/Iva

Salinan Ses.~ Dengan AsUnya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat D~rah Kabupaten Bima,

Hj. IlfDAH DHAMAYAlfTI PUTRI

ttd

BUPATI SIMA,

Ditetapkan di: Bima
pada tanggal : 25 April 2019

H.M. TAUFIK HAK

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Diundangkan di : Sima
pada tanggal : 25 April 2019

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sima.

PASALII
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